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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah 

Kabupaten Nias Selatan  periode tahun 2019-2021 dengan menggunakan metode analisis 

rasio keuangan daerah dan diagram analisis fishbone. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan kinerja 

keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2019-2021 masih 

tergolong masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena rendahnya kemampuan 

Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan memaksimalkan pendapatan asli 

daerahnya, kurangnya ketertarikan para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Nias 

Selatan, dan alokasi belanja operasional lebih tinggi dibandingkan belanja modal daerah 

sehingga mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk mengatasi 

hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan perlu meningkatkan kinerjanya 

terutama pada pengelolaan pendapatan asli daerah berupa sosialisasi pajak kemasyarakat, 

serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dengan memperhatikan alokasi belanja 

keuangan Pemerintah Daerah, dan perlunya keterlibatan pihak-pihak swasta (investor) 

dalam meningkatkan potensi penerimaan daerah, serta pemerintah harus lebih solusional 

dalam menetapkan kebijakan dan menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi 

daerah.     

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Kemandirian, Efektivitas Pendapatan Asli 

Daerah, Aktivitas, dan Derajat Desentralisasi. 

 

Abstract 

The purpose of this study was to determine the financial performance of the South Nias Regency 

regional government for the 2019-2021 period using the regional financial ratio analysis method 

and fishbone analysis diagrams. The type of research used is qualitative research. The research 

results obtained show that the financial performance of the South Nias Regency regional 

government from 2019-2021 is still classified as very low. This is due to the low ability of the 

Regional Government in planning and maximizing their own regional income, the lack of interest 

of investors to invest in South Nias Regency, and the allocation of operational expenditure is higher 

than regional capital expenditure, thus affecting the performance of the Regional Government. To 

overcome this, the Regional Government of South Nias Regency needs to improve its performance, 

especially in managing local revenue in the form of community tax socialization, as well as 

increasing the availability of infrastructure by taking into account the allocation of Regional 

Government financial spending, and the need for the involvement of private parties (investors) in 
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increasing the potential regional revenues, as well as the government must be more solution-

oriented in setting policies and solving economic problems faced by the regions. 

Keywords: Local Government Financial Performance, Independence, Effectiveness of Local Own 

Revenue, Activities, and Degree of Decentralization 

 

A. Pendahuluan  

Pembangunan nasional merupakan 

suatu upaya yang dilakukan oleh 

Pemerintah guna mencapai tujuan 

pembangunan secara merata dimana 

masyarakat juga ikut berperan aktif 

dalam mewujudkan tujuan dan cita cita 

dari negara. Salah satu upaya atau 

kebijakan pemerintah dalam 

mewujudkan pembangunan adalah 

dengan menerapkan kebijakan Otonomi 

Daerah. Kebijakan Otonomi Daerah di 

susun dan di tetapkan untuk 

meningkatkan daya guna dan hasil guna 

penyelenggaraan pemerintah di daerah, 

terutama dalam pelaksanaan 

pembangunan  dan pelayanan terhadap 

masyarakat serta untuk meningkatkan 

pembinaan kestabilan politik dan 

kesatuan bangsa. Menurut UU RI nomor 

23 tahun 2014 tentang pemerintahan 

daerah “ Otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia ”. Sehingga melalui kebijakan 

Otonomi daerah, pemerintah pusat 

memberikan wewenang bagi setiap 

pemerintah daerah untuk mengelolah 

dan mengatur segala keperluan 

daerahnya sendiri, sesuai dengan konsep 

Desentralisasi. 

Pengelolaan keuangan daerah 

menjadi kunci penting dalam 

pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintah suatu daerah. Menurut (Wau, 

Wati, and Fau 2022, 35)  Keuangan 

daerah mempunyai arti yang sangat 

penting dalam rangka pelaksanaan 

pemerintah dan kegiatan pembangunan 

oleh pelayanan kemasyarakatan di 

daerah. Yang artinya keuangan daerah 

merupakan penentu utama berhasil 

tidaknya penyelenggaraan pemerintah 

suatu daerah. Hal ini menunjukkan 

perlunya pengukuran kinerja keuangan 

pemerintah guna menilai dan 

mengetahui tingkat penyelenggaraan 

pemerintah daerah. 

Kabupaten Nias selatan adalah 

sebuah kabupaten baru di Sumatera 

Utara yang berdiri dan disahkan pada 

tahun 2003 dan ikut serta menerapkan 

sistem otonomi daerah, sehingga 

kabupaten Nias Selatan diberi wewenang 

secara legal untuk mandiri dan mampu 

mengatur segala penyelenggaraan yang 

diwenangi oleh Pemerintah Daerah Nias 

Selatan. Dengan demikian, pemerintah 

kabupaten Nias Selatan di harapkan 

untuk melaksanakan penyelenggararaan 

pemerintahan sesuai dengan peraturan 

perundang undangan.  

Pada tahun 2019, kabupaten Nias 

Selatan ikut mengalami pelemahan 

dalam bidang ekonomi, yang pastinya 

mempengaruhi tingkat pendapatan dan 

kinerja keuangan pemerintah daerah 

kabupaten Nias Selatan sebagai dampak 

dari penyebaran virus covid-19. 

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dan 

mengangkat sebuah topik “ Analisis 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 
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Kabupaten Nias Selatan Periode Tahun 

2019-2021.” 

Berdasarkan latar belakang masalah 

di atas, maka adapun identifikasi 

masalah pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Keuangan daerah menjadi faktor utama 

penentu berhasil tidaknya 

penyelengaraan pemerintah daerah 

kabupaten Nias Selatan. 

2. Pandemi Covid-19 mempengaruhi 

tingkat kinerja keuangan pemerintah 

kabupaten Nias Selatan. 

3. Perlu adanya pengukuran kinerja 

keuangan untuk menilai kemampuan 

penyelenggaraan pemerintah daerah.  

1. Konsep Otonomi Daerah  

Otonomi daerah adalah kebijakan yang 

dilakukan oleh pemerintah pusat dengan 

melimpahkan wewenang kepada setiap 

pemerintah daerah untuk mengurus 

sendiri urusan daerahnya. Sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

pasal 1, “Otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-

undangan”. Selanjutnya menurut (Faisal 

and Nasution 2016) “Otonomi daerah 

adalah kewenangan suatu daerah untuk 

mengatur dan mengurus pemerintahan 

dan kepentingan masyarakatnya secara 

mandiri menurut peraturan dan caranya 

sendiri dengan tidak melanggar pada 

peraturan perundang-undangan pusat 

yang berlaku”. Menurut (Moonti 2017) 

“Otonomi daerah pada dasarnya 

merupakan upaya untuk mewujudkan 

tercapainya salah satu tujuan negara, 

yaitu peningkatan kesejahteraan 

masyarakat melalui perataan 

pelaksanaan pembangunan dan hasil-

hasilnya”. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa otonomi daerah 

adalah kebijakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan 

memberikan kebebasan dan wewang 

kepada suatu daerah untuk mengatur 

dan mengurus segala keperluan dan 

pemerintahannya secara mandiri.  

2. Konsep Kinerja Keuangan Pemerintah  

Daerah 

Kinerja keuangan adalah kemampuan 

atau pencapaian-pencapaian  keuangan 

daerah selama periode tertentu yang 

dilihat berdasarkan laporan keuangan 

daerah. Selaras dengan pendapat (Fahmi 

2017, 2) “pengertian Kinerja keuangan  

adalah suatu analisis yang dilakukan 

untuk melihat sejauh mana suatu 

perusahaan telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan aturan”. 

Selanjutnya Menurut (Mardiasmo 2018, 

151) “Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah adalah kemampuan suatu daerah 

untuk menggali dan mengelola sumber-

sumber keuangan asli daerah dalam 

memenuhi kebutuhannya guna 

mendukung berjalannya sistem 

pemerintahan, pelayanan kepada 

masyarakat, dan pembangunan 

daerahnya dengan tidak tergantung 

sepenuhnya kepada pemerintah pusat 

dan mempunyai keleluasan dalam 

menggunakan dana-dana untuk 

kepentingan masyarakat daerah dalam 

batas-batas yang ditentukan peraturan 

perundangundangan”. Dan menurut 

(Putra 2018, 50) “kinerja keuangan 

pemerintah daerah adalah salah satu 

bentuk penilaian dengan asas manfaat 

dan efesiensi dalam penggunaan 

anggaran keuangan”.   
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Berdasarkan pengertian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa kinerja keuangan 

Pemerintah Daerah adalah penilaian 

pencapaian atau keberhasilan  suatu 

daerah atas kriteria atau target yang telah 

ditetapkan dari sisi keuangan.  

3. Konsep Analisis Rasio Keuangan 

Daerah  

Analisis rasio keuangan adalah 

upaya untuk menilai pencapaian-

pencapaian keuangan daerah dengan 

membandingkan pos-pos keuangan 

daearh. Sesuai dengan pendapat Warsidi 

dan Bambang dalam buku (Fahmi 2017, 

44), ”analisis rasio keuangan merupakan 

instrumen analisis prestasi suatu 

Perusahaan yang menjelaskan berbagai 

hubungan dan indikator keuangan, yang 

di tujukan untuk menunjukkan 

perubahan dalam kondisi keuangan atau 

prestasi operasi dimasa lalu dan 

membantu menggambarkan trend pola 

perubahan tersebut, untuk kemudian 

menunjukkan risiko dan peluang yang 

melekat pada perusahaan yang 

bersangkutan”. Menurut (Ulum 2012, 30) 

“Analisis keuangan adalah usaha 

mengidentifikasi ciri-ciri keuangan 

berdasarkan laporan keuangan yang 

tersedia”. Dan menurut (Sari, Asaari, and 

Hidayah 2021) “Analisis rasio keuangan 

pemerintah daerah adalah 

membandingkan angka-angka yang ada 

dalam laporan keuangan yang 

mengetahui posisi keuangan suatu 

daerah untuk menilai kinerja keuangan 

dalam suatu periode tertentu”. 

Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa analisis rasio keuangan daerah 

adalah suatu instrumen untuk 

menganalisis pencapaian dan prestasi 

pemerintah daerah dengan 

membandingkan angka-angka yang 

termuat dalam laporan keuangan daerah.  

Dalam organisasi pemerintah 

untuk mengukur kinerja keuangan ada 

beberapa ukuran kinerja, yaitu sebagai 

berikut (Wau, Wati, and Fau 2022, 36) : 

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio kemandirian 

menggambarkan tingkat ketergantungan 

daerah terhadap sumber dana eksternal. 

Semakin tinggi rasio kemandirian berarti 

tingkat ketergantungan daerah daerah 

terhadap bantuan pihak ekstern 

(terutama pemerintah pusat dan 

provinsi) semakin rendah, semakin 

rendah, demikian pula sebaliknya.  

b. Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah  

Kemampuan daerah dalam 

menjalankan tugas dikategorikan efektif 

apabila rasio yang dihasilkan mencapai 

minimal sebesar 1 atau 100%. Semakin 

tinggi rasio efektivitas menggambarkan 

kemampuan daerah yang semakin baik 

(Ulum 2012, 32).   

c. Rasio Aktivitas (Keserasian) 

Rasio keserasian adalah rasio yang 

menggambarkan bagaimana 

pemerintahan daerah memprioritaskan 

alokasi dananya pada belanja operasi dan 

belanja modal secara optimal. Semakin 

tinggi persentase dana yang dialokasikan 

untuk belanja operasi berarti persentase 

belanja modal yang digunakan untuk 

menyediakan sarana prasarana ekonomi 

masyarakat cenderung semakin kecil 

(Zuhri and Soleh 2014). 

d. Rasio Derajat Desentralisasi  

Rasio derajat desentralisasi adalah 

rasio yang menggambarkan seberapa 

besar kemampuan keuangan daerah 

dalam membiayai kegiatannya yang 

diukur dengan membandingkan jumlah 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan 

Total Pendapatan Daerah (TPD) (Zukhri 

2020). 

B. Metode Penelitian 

Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana penelitian sebagai 

instrumen kunci, pengambilan sampel 

sumber data dilakukan secara 

(gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi(Sugiono 2012, 14). 

Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

data yang telah ada sebelumnya dan 

dapat digunkan untuk melengkapi 

kebutuhan data penelitian. Data pada 

penelitian ini bersumber dari Kantor 

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan 

dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan. 

Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah 

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Dan 

objek penelitian adalah masalah yang 

akan di teliti. Dan Objek pada Penelitian 

ini adalah Laporan Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 

periode 2019-2021.  

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode studi literatur dan metode 

dokumentasi. Metode Studi Literatur 

merupakan kegiatan yang diwajibkan 

dalam penelitian, khususnya penelitian 

akademik yang tujuan utamanya adalah 

mengembangkan aspek teoritis maupun 

aspek manfaat praktis. 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan Teknik Analisis Rasio Dan 

Teknik Analisis Fishbone. 

1. Teknik analisis  Rasio Keuangan  adalah 

alat yang dapat digunakan dalam 

mengevaluasi kondisi dan kinerja 

keuangan suatu badan dengan 

membandingkan beberapa pos-pos yang 

relevan di dalamnya. 

Jenis- jenis rasio dan skala interval 

penilaian tingkat kinerja atas rasio 

keuangan : 

a) Rasio Kemandirian  

Rumus yang digunakan untuk 

menghitung rasio kemandirian (Halim 

2014, 267) : 

 
Untuk menilai tingkat 

kemandirian suatu daerah, dapat dinilai 

melalui tingkat persentase yang telah 

disajikan di bawah ini .  

Tabel 1. Tingkat persentase Kemandirian 

Daerah 
Kemampuan 

Keuangan  
Kemandirian (%) 

Rendah Sekali  0-25 

Rendah  25-50 

Sedang  50-75 

Tinggi  75-100 

Sumber : Kepmendagri No. 

690.900.327/1996   

b) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah  

Rasio Efektivitas dapat 

dirumuskan Sebagai berikut (Halim 2014, 

267): 
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Tabel 2. Skala interval tingkat 

efektivitas PAD 

Kriteria Efektivias Efektivitas (%) 

Sangat efektif >100 

Efektif >90-100 

Cukup Efektif >80-90 

Kurang Efektif >60-80 

Tidak Efektif ≤60 

Sumber : Kepmendagri No. 

690.900.327/1996 

c) Rasio Aktivitas  

Rasio aktivitas adalah rasio yang 

menggambarkan perbandingan belanja 

daerah antara belanja operasional dan 

belanja modal. Semakin besar belanja 

modal di bandingkan belanja operasional 

maka menggambarkan tingginya 

aktivitas daerah dalam menambah 

jumlah aset daerah, dan sebaliknya. Rasio 

Aktivitas dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Halim 2007, 236): 

1) Rasio Belanja Operasi  

 
2) Rasio Belanja Modal 

 
Semakin tinggi persentase dana 

yang dialokasikan untuk Belanja Rutin 

berarti persentase Belanja investasi 

(Belanja Pembangunan) yang digunakan 

untuk menyediakan sarana dan 

prasarana ekonomi masyarakat 

cenderung semakin kecil (Fathah 2017). 

d) Rasio Derajat Desentralisasi  

Rasio desentralisasi dapat di hitung 

menggunakan rumus: 

 
Tabel.3. Skala Interval Tingkat 

Penyelenggaraan Desentralisasi. 

Derajat Desentralisasi (%) 

Kemampu

an 

Keuangan  

≤10 

Sangat 

Kurang 

>10-20 Kurang 

>20-30 Cukup 

>30-40 Sedang 

>40-50 Baik  

>50 

Sangat 

Baik  

Sumber : Jurnal (Sari, Asaari, & Hidayah, 2021) 

 

2. Teknik analisis fishbone 

Teknik Analisis Fishbone (Asmoko 2013) 

merupakan suatu alat visual untuk 

mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan 

secara grafik menggambarkan secara 

detail semua penyebab yang yang 

berhubungan dengan suatu 

permasalahan. Dan secara umum, 

diagram fishbone digunakan pada tahap 

mengidentifikasi permasalahan dan 

menentukan penyebab munculnya 

permasalan. Yang artinya teknik analisis 

fishbone adalah teknik analisis yang 

menguraikan tentang sebab akibat akar 

suatu masalah. Teknik analisis fishbone 

kemudian di gambarkan dalam Diagram 

Fishbone. 

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio kemandirian keuangan daerah 

adalah rasio yang menunjukkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam 

membiayai sendiri kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahannya, dan 

tingkat ketergantungan pemerintah 

daerah atas bantuan pihak eksternal. 

Semakin rendah persentase rasio 

kemandirian keuangan suatu daerah 

maka semakin rendah kemampuan 

keuangannya, dan semakin tinggi 

persentase keuangan pemerintah maka 

menunjukkan kemampuan keuangan 

daerah tersebut cukup baik. 

Tabel 4. Hasil Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah Pemerintah 
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Kabupaten Nias Selatan Periode Tahun 

2019-2021. 

(Dalam Ribuan Rupiah) 
T. 

Anggaran PAD P. transfer 

R.  

Kemandirian keterangan  

2019 

                  

25,664, 

883,761  

     

1,220,220,680,167  2 

Rendah 

Sekali 

2020 

                  

16,598, 

894,146  

     

1,359,300,377,218  1 

Rendah 

Sekali 

2021 

                  

32,822, 

657,272  

     

1,295,553,732,105  3 

Rendah 

Sekali 

Sumber: LRAPBD Kabupaten Nias Selatan (Data 

Diolah) 2023 

Tabel 4 diatas merupakan tabel hasil 

perhitungan rasio kemandirian keuangan 

daerah kabupaten Nias Selatan pada 

periode tahun 2019-2021. Berdasarkan 

tabel diatas, tingkat kinerja keuangan 

pemerintah daerah kabupaten Nias 

Selatan selama 3 tahun periode 

berdasarkan rasio kemandirian keuangan 

daerah termasuk dalam kemampuan 

yang tergolong rendah sekali. Sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Zuhri (Zuhri and Soleh 

2014) yang menganalisis kinerja 

keuangan pemerintah daerah kabupaten 

Kaur berdasarkan rasio kemandirian, 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

keuangan daerah kabupaten Nias Selatan 

berdasarkan rasio kemandirian keuangan 

menggambarkan tingkat ketergantungan 

daerah terhadap sumber dana eksternal 

masih sangat tinggi. Hal ini disebabkan 

karena pengelolaan PAD Kabupaten Nias 

Selatan masih sangat rendah dilihat 

berdasarkan persentase yang terjadi pada 

tahun 2020, menunjukkan menurunnya 

realisasi PAD kabupaten Nias Selatan 

akibat dampak penerapan kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar guna 

mengurangi penyebaran covid-19 yang 

mempengaruhi berbagai sektor 

pendapatan Nias Selatan terutama pada 

sektor pariwisata. Berdasarkan analisis 

diatas, dapat di simpulkan bahwa 

rendahnya PAD kabupaten Nias Selatan 

disebabkan karena sektor yang paling 

berkontribusi terhadap pendapatan 

Kabupaten Nias Selatan adalah sektor 

pariwisata dan kebudayaan 

dibandingkan dengan sektor pertanian, 

kelautan dan perikanan. Sehingga  dari 

uraian diatas, menggambarkan masih 

rendahnya kemampuan pemerintah 

dalam memaksimalkan potensi sektor-

sektor lain selain pariwisata. Selain itu, 

menurut (Orocomna, Bharanti, and 

Layuk 2015) dalam penelitiannya, 

mengemukakan bahwa tingkat 

kemandirian keuangan pemerintah ikut 

di pengaruhi oleh pajak dan retribusi 

daerah. berikut adalah tingkat kontribusi 

pajak dan retribusi terhadap PAD 

kabupaten Nias Selatan.  

Berdasarkan analisis kinerja 

keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Nias Selatan berdasarkan rasio 

kemandirian dapat di gambarkan dalam 

Diagram Fishbone berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Analisis Fishbone 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
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Sumber: Desain Peneliti, 2023 

2. Rasio Efektivitas PAD 

Rasio efektivitas adalah rasio yang 

menggambarkan tingkat pencapaian 

realisasi PAD atas anggaran PAD yang 

direncanakan oleh suatu daerah dalam 

periode tertentu. Semakin tinggi 

persentase rasio efektivitas PAD suatu 

daerah maka menunjukkan kemampuan 

pemerintah dalam memanfaatkan 

potensi-potensi PAD sangat baik, dan 

sebaliknya jika persentase rasio 

efektivitas PAD daerah rendah maka 

menunjukkan kemampuan pemerintah 

daerah masih sangat rendah dalam 

memaksimalkan potensi-potensi PAD 

suatu daerah. 

Tingkat rasio efektivitas PAD 

kabupaten Nias Selatan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini.  

       

 

Tabel 5. Hasil perhitungan tingkat rasio 

efektivitas PAD pemerintah daerah 

kabupaten Nias Selatan periode tahun 

2019-2021. 

Tahun  

anggara

n  

Anggaran 

 PAD 

Realisasi 

 PAD 

Rasio 

 

Efektivit

as  

keterang

an  

2019 

25,898,890,8

30  

25,664,883,7

61    99   Efektif 

2020 

18,779,236,3

00  

16,598,894,1

46  88  

Cukup 

Efektif 

2021 

63,056,696,9

48  

32,822,657,2

72  52  

Tidak 

Efektif 

        Sumber: LRAPBD Kabupaten Nias Selatan (Data 

diolah) 2023 

Berdasarkan tabel 5 dapat di 

ketahui bahwa kinerja keuangan 

Pemerintah daerah berdasarkan rasio 

efektivitas PAD menunjukkan penurunan 

dari tahun 2019 ke tahun 2021. Pada 

tahun 2019, rasio efektivitas PAD 

mencapai persentase 99% dengan 

anggaran sebesar Rp. 25.898.830,00 dan 

realisasi sebesar Rp. 25.664.883.761,00, 

sehingga tergolong efektif yang artinya 

pada tahun 2019, Pemerintah mampu 

mengoptimalkan potensi-potensi PAD 

sehingga realisasi PAD sangat tinggi.   

Namun pada tahun 2020, tingkat 

kinerja keuangan pemerintah daerah 

mengalami penurunan pada tingkat rasio 

efektivitas yang hanya mencapai 

persentase 88% dengan anggaran sebesar 

Rp. 18.779.236.300,00 dan realisasi PAD 

sebesar Rp. 16.598.894.146,00  sehingga 

tingkat kinerja keuangannya tergolong 

cukup efektif. Hal ini disebabkan karena 

menurunnya PAD daerah akibat dari 

kebijakan pemerintah tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar yang 

mengakibatnya menurunnya kegiatan 

perekonomian Nias Selatan.  Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa penurunan 

realisasi PAD pada tahun 2020 di 

sebabkan karena kurangnya alternatif 

solusi atau kebijakan Pemerintah dalam 

menangani masalah ekonomi. 

Rend

ahnya 

Sumb

er-

sumb

er 

peneri

maan 

PAD 

Reda

hnya 

Realis

asi 

Pener

imaan 

Pajak  

Rend

ahnya 

Realis

asi 

Pener

imaan 

Retrib

usi 

 

Rendahnya kemampuan 

pemerintah dalam 

memaksimalkan potensi 

sumber-sumber PAD 

Rendahnya 

Kepatuhan 

Masyarakat 

dalam 

membayar 

pajak 

Rendahnya 

kesadaran 

dan 

pemahama

n 

masyarakat 

atas pajak 

Pelaksana

an 

Regulasi 

Retribusi 

belum 

Optimal 

Sarana 

Prasarana 

Rendahny

a 

Pengawas

an 

Pegawai 

Pajak  

KEM

AND

IRIA

N 

KEU

ANG

AN  

PEN

DAP

ATA

N 

TRA

NSFE

R 

TING

GI  
PAD 

REN

DAH 

Tingginya 

Kebutuhan 

Anggaran 

Keuangan 

Pemerintah   
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Dan pada tahun 2021, tingkat 

kinerja keuangan pemerintah kembali 

menurun secara signifikan yaitu dengan 

persentase rasio efektivitas hanya 

mencapai 52% dan tergolong tidak 

efektif, kurang optimalnya kinerja 

pengelolaan potensi PAD Nias Selatan 

oleh pemerintah dengan realisasi 

pendapatan pajak daerah hanya 

mencapai 73%, retribusi sebesar 37% hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang di 

pisahkan hanya mencapai 31% dan lain-

lain PAD yang sah hanya mencapai 56%, 

hal ini mengindikasikan bahwa kinerja 

pengelolaan potensi PAD Nias Selatan 

oleh pemerintah masih sangat untuk di 

perhatikan.  

Berdasarkan analisis diatas, dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kinerja 

keuangan pemerintah daerah kabupaten 

Nias Selatan dilihat berdasarkan tingkat 

efektivitas PAD menunjukkan 

kemampuan yang cukup rendah. 

Rendahnya efektivitas PAD kabupaten 

Nias Selatan di sebabkan karena 

kurangnya kemampuan Pemerintah 

daerah dalam merencanakan dan 

menggali potensi-potensi PAD yang ada 

dan kurangnya alternatif solusi 

Pemerintah untuk menangani krisis 

ekonomi serta rendahnya kemampuan 

pemerintah untuk melibatkan partisipasi 

swasta (investor) dalam mendorong 

perekonomian kabupaten Nias Selatan.  

Selain itu, dalam penelitian 

Berdasarkan analisis rasio efektivitas 

PAD pemerintah di atas dapat di 

gambarkan Diagram Fishbone berikut: 

Gambar 2 

Diagram Analisis Fishbone Rasio 

Efektifitas PAD 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Desain Peneliti, 2023 

3. Rasio Aktivitas  

Rasio aktivitas adalah rasio yang 

menggambarkan perbandingan antara 

belanja modal dan belanja opersaional, 

dan menentukan arah penggunaan 

belanja pemerintah suatu daerah. 

Tingkat kinerja keuangan 

pemerintah daerah berdasarkan rasio 

aktivitas dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 6 

Hasil perhitungan rasio aktivitas 

keuangan pemerintah daerah 

kabupaten Nias Selatan periode tahun 

2019-2021. 
Uraia

n 

 
2019 2020 2021 

Belanj

a 

  

954,075,863,9

64  

1,062,706,223,2

59  

1,411,390,331,2

15  

Belanj

a 

Moda

l 

 

238,978,343,3

19  293,434,523,125  245,107,576,769  

Rasio 

Belanj

a 

Moda

l 

 

25.04% 27.61% 17.36% 

 

Uraian 2019 2020 2021 

Belanja 954,075,863,964 1,062,706,223,259 1,411,390,331,215 

Belanja 

Operasional 715,097,520,644 758,621,583,494 687,216,771,816 

Rasio 

Belanja 

Operasional 74.95% 71.38% 48.69% 

Rend

ahny

a 

Efekti

vitas 

PAD 

Rend

ahny

a 

realis

asi 

PAD 

Rendahnya 

kemampua

n 

Pemerintah 

Daerah 

dalam 

memaksim

alkan 

potensi 

PAD 

Kura

ngny

a 

keterl

ibata

n 

Invest

or  

Pemerintah 

kurang 

solusional 

dalam 

menangani 

permasalah

an yang 

dihadapi 

daerah 

Kura

ngny

a 

daya 

tarik 

dan 

perlu

nya 

medi

a 

invest

asi  

Alokas

i 

belanja 

Pajak 

Retrib

usi  

Kebija

kan  
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Sumber: LRAPBD (Data Diolah) 2023 

Pada tabel 6 menunjukkan tingkat 

kinerja keuangan pemerintah 

berdasarkan rasio aktivitas keuangan 

daerah selama 3 tahun periode. Pada 

tahun 2019, pemerintah daerah 

mengalokasikan keuangan belanja daerah 

75% untuk belanja operasional dan 25% 

untuk belanja modal, yang 

mengindikasikan rendahnya 

pembangunan fisik daerah pada tahun 

2019. Selanjutnya pada tahun 2020, 

kinerja keuangan pemerintah pada 

belanja operasional mengalami 

penurunan dari tahun 2019 yaitu dengan 

alokasi sebesar 71% dan peningkatan 

pada belanja modal yaitu dengan alokasi 

belanja sebesar 28%. Dan pada tahun 

2021, persentase belanja operasional dan 

belanja modal mengalami penurunan 

yaitu 49% untuk belanja operasional dan 

17% untuk belanja modal. Sehingga 

dapat diketahui bahwa persentase belanja 

operasional lebih besar dibandingkan 

dengan belanja modal pemerintah daerah 

selama 3 tahun periode. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh 

(Zuhri and Soleh 2014), saat alokasi 

belanja pemerintah daerah lebih besar ke 

arah belanja operasional di bandingkan 

belanja modal maka menunjukkan bahwa 

pemerintah kabupaten Nias Selatan lebih 

condong pada pengeluaran rutin untuk 

pemenuhan aktivitas pemerintahan dan 

belum memperhatikan pembangunan 

daerah, hal ini disebabkan karena 

tingginya aktivitas operasional 

pemerintah terutama karena tingginya 

pembiayaan pemerintah atas gaji 

pegawai pemerintah daerah, serta 

kebutuhan pemerintah atas pembelian 

barang dan jasa operasional cukup tinggi 

serta pengadaan event-event daerah 

sehingga menyebabkan rendahnya 

tingkat pembangunan sarana prasarana 

dan pembangunan fisik daerah yang 

berdampak pada pertumbuhan PAD 

kabupaten Nias Selatan. 

Bedasarkan analisis rasio aktivitas 

di atas dapat di gambarkan dalam 

Diagram Fishbone berikut: 

 

Gambar 3. Diagram Analisis 

Fishbone Rasio Aktivitas 

 
Sumber: Desain Peneliti, 2023  

4. Rasio Derajat Desentralisasi  

Rasio derajat desentralisasi adalah 

rasio yang menggambarkan dan 

menjelaskan tingkat kontribusi PAD 

terhadadap penyelenggaraan 

desentralisasi. Semakin tinggi persentase 

rasio derajat desentralisasi maka 

Rasio Aktivitas  2019 2020 2021 

Belanja Operasi 74.95% 71.38% 48.69% 

Belanja Modal 25.04% 27,61% 17.36% 

AKTIVIT

AS 

BELANJA 

PEMERIN

TAH  

Tingginya 

Belanja 

Operasion

al 

Pemerinta

h 

Rendahny

a Belanja 

Modal 

Pemerinta

h 

Rendahny

a 

Pembangu

nan Fisik 

Daerah  

Tingginya 

Belanja 

Pegawai  

Pengadaan 

Event-event 

Daerah   

Kebutuhan 

Operasioanl 

Pemerintah    

Pembangu

nan Sarana 

Prasarana   

Penerima

an 

Retribusi 

Daerah    

Pertumbuh

an PAD     
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menunjukkan kemampuan keuangan 

pemerintah daerah dalam melaksanakan 

penyelenggaraan desentralisasinya. 

Tingkat kinerja keuangan 

pemerintah daerah kabupaten Nias 

Selatan periode tahun 2019-2021 

berdasarkan rasio derajat desentralisasi 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 7 Hasil Perhitungan Rasio Derajat 

Desentralisasi Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Nias Selatan. 
Tahun 

anggara

n  

PAD 
Total 

Pendapatan 

Rasi

o 

DD 

keteranga

n  

2019 

  

25,664,883,7

61  

  

1,311,187,399,5

70  

              

2  

Sangat 

Kurang 

2020 

  

16,598,894,1

46  

  

1,459,778,561,4

45  

              

1  

Sangat 

Kurang 

2021 

  

32,822,657,2

72  

  

1,401,145,250,5

15  

              

2  

Sangat 

Kurang 

 Sumber : LRAPBD (Data Diolah)2023 

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat 

bahwa tingkat kinerja keuangan 

pemerintah daerah berdasarkan rasio 

derajat desentralisasi keuangan 

pemerintah daerah kabupaten Nias 

Selatan selama 3 tahun periode 

menunjukkan kemampuan keuangan 

yang masih tergolong sangat kurang 

mampu. Pada tahun 2019, jumlah 

penerimaan PAD daerah hanya sebesar 

Rp. 25.664.883.761,00 dibandingkan 

dengan total pendapatan sebesar Rp. 

1.311.187.399.570,00 dengan kemampuan 

keuangan yang masih tergolong sangat 

kurang. Selanjutnya pada tahun 2020, 

kinerja keuangan pemerintah mengalami 

penurunan karena menurunnya 

pendapatan PAD daerah yaitu dengan 

penerimaan sebesar Rp. 16.598.894.146,00 

dan dengan total pendapatan daerah 

sebesar Rp. 1.459.778.561.445,00. 

Kemudian pada tahun 2021, tingkat 

kinerja keuangan pemerintah mengalami 

peningkatan yaitu dengan PAD sebesar 

Rp. 32.822.657.272,00 dan total 

pendapatan daerah sebesar Rp. 

1.401.145.250.515,00. Berdasrakan hasil 

analisis rasio di atas, kemampuan 

keuangan pemerintah daerah selama 3 

tahun periode menunjukkan kinerja 

keuangan yang masih tergolong sangat 

rendah, hal ini disebabkan karena tingkat 

kontribusi PAD terhadap 

penyelenggaraan desentralisasi sangat 

rendah.  Sejalan dengan analisis rasio-

rasio sebelumnya, menunjukkan tingkat 

efektivitas PAD dan tingkat potensi 

realisiasi penerimaan PAD yang masih 

sangat rendah,  dapat menjelaskan 

tingkat kontrisbusi atau kinerja keuangan 

Pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan Desentralisasi, sehingga 

Pemerintah daerah sangat diharapkan 

untuk melakukan pembenahan terutama 

pada upaya peningkatan pertumbuhan 

PAD dan memperhatikan alokasi belanja 

pemerintah. 

Berdasarkan analisis rasio  

Penyelenggaraan Desentralisasi  diatas, 

dapat digambarkan dalam Diagram 

Analisis Fishbone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4 
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Diagram Analisis Fishbone rasio 

Derajat Desentralisasi  

 
Sumber: Desain Peneliti, 2023 

 

D. Penutup 

Berdasarkan hasil analisis kinerja 

keuangan pemerintah daerah kabupaten 

Nias Selatan periode tahun 2019-2021, 

dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja 

keuangan pemerintah daerah kabupaten 

Nias Selatan menunjukkan tingkat rata-

rata kinerja yang tergolong masih sangat 

rendah. Hal ini disebabkan karena 

penerimaan daerah dari PAD sangat 

rendah akibat dari rendahnya 

kemampuan pemerintah daerah dalam 

merencanakan dan memaksimalkan 

potensi PAD, kurangnya ketertarikan 

para investor untuk berinvestasi di 

kabupaten Nias Selatan, dan alokasi 

belanja operasional lebih tinggi 

dibandingkan belanja modal daerah 

sehingga mempengaruhi kinerja 

penyelenggaraan pemeritahan oleh 

pemerintah daerah kabupaten Nias 

Selatan pada periode tahun 2019-2021. 

Saran  

Berdasarkan hasil analisis rasio 

keuangan diatas, peneliti menyarankan: 

1.  Pemerintah perlu meningkatkan kinerja 

keuangannya terutama pada pengelolaan 

PAD terutama dalam memaksimalkan 

potensi-potensi PAD sehingga 

mengurangi tingkat ketergantungan 

Pemerintah daerah atas bantuan pusat 

dan meningkatkan kemampuan PAD 

dalam berkontribusi dalam 

penyelenggaraan Desentralisasi,  

2. Pemerintah perlu meningkatkan dan 

memperhatikan kesadaran pajak 

masyarakat, dan meningkatkan 

pelayanannya dalam upaya sosialisasi 

pajak ke masyarakat. Serta Pemerintah 

juga perlu meningkatkan ketersediaan 

sarana prasarana guna meningkatkan 

realisasi penerimaan retribusi daerah 

kabupaten  Nias Selatan 

3. Pemerintah perlu menarik dan menjalin 

kerja sama dengan pihak-pihak investor 

guna mendorong perekonomian 

kabupaten Nias Selatan.  

4. Pemerintah harus lebih memperhatikan 

pengalokasian belanja daerah terutama 

pada belanja modal guna meningkat aset 

daerah terutama sarana prasarana dan 

fasilitas sebagi wujud tujuan kebijakan 

otonomi. 

5. Pemerintah harus lebih solusional dalam 

menetapkan kebijakan dan 

menyelesaikan masalah ekonomi yang di 

hadapi daerah.  
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